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Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of the duties of the Pekanbaru
City Women's and Children’s Empowerment Service in Handling Domestic Violence (Case Study of Marpoyan
Damai District). The research method used is a qualitative method. The theory used is Implementation theory with
specified indicators, namely: Communication, Resource Disposition and Bureaucratic Structure. The data
collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is
qualitative descriptive. Results of research on the Implementation of the Tasks of the Pekanbaru City Women's
and Children’s Empowerment Service in Handling Domestic Violence (Case Study of Marpoyan Damai District.
Implemented through the socialization of policies and programs for prevention and early detection of risk factors.
Early detection of domestic violence risk factors is a step to early discovery of factors which are potentially
dangerous and can trigger acts of violence against certain individuals or groups. Through this effort, it is hoped
that it will be able to prevent acts of domestic violence and prevent repeat acts from occurring.
KeyWords : Implementation, Duties, and Women Empowerment

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori Pelaksanaan dengan indikator yang ditetapkan yakni:
Komunikasi, Sumber Daya Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan
Marpoyan Damai Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini
faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah untuk menemukan secara dini faktor-
faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang
atau kelompok tertentu. Melalui upaya ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan
mencegah agar tidak terjadi tindak berulang.

Key Words : Pelaksanaan, Tugas, dan Pemberdayaan perempuan
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Pendahuluan

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk
dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan anak, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan
anak korban kekerasan yang berbasis gender, memberikan rasa aman terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan
dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama
terjadi di tengah-tengah masyarakat. KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan
domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT
terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai
masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah
istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban
justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan,
ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang
telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang
dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran
berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat.
Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadji,
pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah
merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang
dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran
berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat
sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan dalam
Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui
perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan
perempuan dari berbagai elemen.

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan kasus-kasus
kekerasan berbasis rumah tangga yang mayoritas dialami perempuan baik pemerintah pusat
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maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak salah satunya Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi

a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah
provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.

b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.

c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
tingkat Daerah provinsi.

Berdasarkan Renstra Hal. 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9
Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Meningkatkan perlindungan hak perempuan

2. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak

4. Meningkatkan perlindungan khusus Anak

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris,

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga,

6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat,

7. Unit Pelaksana Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidak transparan, ketidak lancaran dan ketidak tepatan
dalam pelayanan, penanganan pengaduan korban tindak kekerasan. Berikut Kasus
Kekerasan dengan Perempuan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kasus Kekerasan dengan perempuan sebagai korban Bulan Januari-Desember
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Tahun 2022 Di Kota Pekanbaru

No Jenis Kasus Jumlah Kasus
1 2 3
1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 40
(KDRT)
2 Kekerasan Berbasis Gender 31
Jumlah 71

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Pekanbaru, kekerasan
yang terjadi pada perempuan dan anak dalam kekerasan tersebut KDRT dan berbasis
gender, Rekap Kasus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rekap Kasus UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan Tahun 2022 Di Kota Pekanbaru

No Kecamatan Jenis Kasus Jumlah
1 2 3 4

1 Marpoyan Damai KDRT 10

2 Rumbai Timur KDRT 2

3 Rumbai KDRT 4

4 Bina Widya KDRT 2

5 Bukit Raya KDRT 5

6 Lima Puluh KDRT 3

7 Senapelan KDRT 2

8 Tuah madani KDRT 2

9 Sail KDRT 1

10 Tenayan Raya KDRT 2

11 Kulim KDRT 1

12 Pekanbaru Kota KDRT 1

13 Payung Sekaki KDRT 2

14 Sukajadi KDRT 1

15 Luar Kota KDRT 2
Jumlah 40
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan Tabel diatas bisa dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi
pada tahun 2022 terbanyak di Kecamatan Marpoyan Damai dengan jumlah kekerasan 10
yang terjadi selama tahun 2022. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka
perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memaparkan
Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Berdasarkan Penelitian diatas Ranny Rahmawati memberikan pelatihan-pelatihan
kepada korban KDRT guna meningkatkan keahlian atau kemampuan mereka dalam bidang
tata boga, tata rias dan menjahit. Tujuan penelitian ini yaitu mampu menjelaskan
pemberdayaan perempuan korban KDRT. Persamaan penelitian dengan penulis, menjelaskan
Tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan (Rahmawati, 2018).

Penelitian Regina Pratiwi, Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijaksanaan. Persamaan dengan penelitian dengan penulis, menjelaskan
kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan (Pratiwi, 2016)

Penelitian Dila Antar, implementasi kebijakan program sosial oleh Keluarga Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan (LK3) dalam penanganan kasus KDRT di Lubuk Alung, Padang
Kabupaten Pariaman, Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, Persamaan dengan penelitian penulis pelaksanaan
kebijakan program pemberdayaan perempuan (Dila, 2020).

Penelitian Astrella Janice, penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam
pembangunan desa di desa Tanjung lapang sudah berjalan cukup baik ini dibuktikan dengan
beberapa program kerja dari BPMD yang terealisasi ini tak lepas dari peran BPMD, Persamaan
dengan penelitian penulis untuk mengetahui pelaksanaan tugas instansi yang menangani
pemberdayaan perempuan (Astrella, 2015).

Penelitian Tkram, Muhammad, hasil penelitian ditemukan permasalahan seperti
rendahnya anggaran, tidak adanya peraturan daerah, tidak adanya fasilitas rumah aman,
tidak maksimal dalam melayani pelapor karena harus dijadwalkan terlebih dahulu,
Persamaan dengan penelitian penulis, penanganan Pemberdayaan perempuan (Ikram, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas merupakan hasil
tinjauan pustaka peneliti terkait Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, khususnya dalam studi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap
perempuan.

Metode
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Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat
induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan Informan dan Key Informan. Selain itu
Pengambilan Informan untuk Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai menggunakan
Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2017) Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan
sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dan objek penelitian yang
telah ditentukan oleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini 3 Korban KDRT di Kecamatan
Marpoyan Damai dijadikan Informan sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai Key Informan
dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan adalah semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik atau
privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam
keputusan kebijakan. Edward III (dalam Widodo 2010:98) Berikut Pelaksanaan Tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan
Marpoyan Damai) menurut kesimpulan diatas dipengaruhi 4 Variabel, Yakni :

1.Komunikasi

Komunikasi, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi
komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik, Item dalam
penelitian Koordinasi Komunikasi dan Sumber Informasi. Dalam penelitian ini Pelaksanaan
Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan
Marpoyan Damai) salah satu yang dianalisis adalah Komunikasi. Berdasarkan Hasil
Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan
Indikator Komunikasi, Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan yang dijadikan rujukan dalam pelayanan terhadap korban kekerasan termasuk
KDRT Informasi yang didapat dari aduan langsung dari korban KDRT, media sosial dan lain-

lain.
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Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan
Indikator Komunikasi. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mengalami

kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
2. Sumber Daya

Sumber Daya, mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting
dalam implementasi kebijakan Item Penilaian Dana dan SDM. Dalam penelitian ini
Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) salah satu yang dianalisis adalah Sumber Daya
Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).
Berdasarkan Indikator Sumber Daya, Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan
mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota telah
Meningkatkan Sumber Daya Dana maupun Sumber Daya Manusia untuk meningkatkatkan

kebijakan mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan
Indikator Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT).

Berdasarkan Hasil Observasi dan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai). Berdasarkan
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Indikator Sumber Daya Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota telah Meningkatkan
Sumber Daya Dana maupun Sumber Daya Manusia untuk meningkatkatkan kebijakan
mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Daya Manusia perlu
ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga. Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hasil dari Indikator Sumber Daya dapat disimpulkan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan, peningkatan
sumber daya finansial dan manusia dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan bagi
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pegawai UPT Perlindungan Perempuan
dan Anak mengungkapkan bahwa peningkatan sumber daya finansial dan manusia untuk
mengendalikan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui kebijakan dan strategi
yang selaras dengan kebijakan sektor lainnya. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak
terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum, juga diperlukan. Korban
kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan bahwa
pendanaan dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk korban tindakan apa pun
yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga. Pemerintah Kota telah meningkatkan sumber daya finansial dan
manusia untuk memperbaiki kebijakan mengenai pelayanan terhadap korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak, perlu ditingkatkan sumber daya manusia bagi para korban
tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis atau fisik, dan/atau penelantaran rumah tangga.
3. Disposisi

Disposisi, Pengertian disposisi dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh
sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan Item penilaian
Pemahaman pendalaman kebijakan dan instansi terhadap kebijakan. Berdasarkan Hasil
Wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).
Berdasarkan Indikator Disposisi, Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program
pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah
untuk menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat
memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui upaya
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ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar tidak terjadi
tindak berulang.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa
narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan
Indikator Disposisi Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).
Berdasarkan Indikator Disposisi Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program
pencegahan dan deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah
untuk menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat
memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui upaya
ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar tidak terjadi
tindak berulang Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan Untuk Korban yang Setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hasil dari Indikator Disposisi dapat disimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mengungkap aktivitas
mereka dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini melibatkan pemberdayaan
perempuan korban melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan deteksi dini
faktor risiko. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga
dan tindakan berulang. Pegawai UPT Perlindungan Perempuan dan Anak serta pegawai
sektor perlindungan perempuan dan anak memberikan wawasan lebih jauh. Deteksi dini
terhadap faktor risiko memerlukan keselarasan dengan kebijakan sektor lain, pemahaman dan
dukungan masyarakat, serta layanan yang komprehensif. Hal ini melibatkan kerja sama dan
kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan dan masyarakat
umum. Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai mengungkapkan kurangnya
kesadaran mengenai risikonya. Kebijakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperbaiki
untuk memenuhi kebutuhan korban, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau
penelantaran, dan ancaman atau paksaan dalam rumah tangga. Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam
Penanganan KDRT (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) menegaskan perlunya
perbaikan kebijakan KDRT terhadap korban.

4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi adalah pengaturan dan pengorganisasian

Prosedur-prosedur Kerja Standar, Item Penilaian Pelayanan Kepada masyarakat dan Standar
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Operasional Pelayanan. Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).
Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi, Dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku
melalui semacam restorasi justice (R]) atau perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di
pengadilan. Diharapkan aparat Kelurahan Kota Pekanbaru yang menjadi ujung tombak dapat
menangani permasalahan sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada aparat
kepolisian.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap beberapa
narasumber dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Menangani
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai) Berdasarkan
Indikator Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi yang tidak diketahui oleh Masyarakat Kota
pekanbaru dalam Resiko Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan dan SOP yang ada perlu
dijalankan, sehingga korban KDRT bisa menyelesaikan dengan cepat permasalahan yang
terjadi.

Berdasarkan Hasil Observasi dan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan Damai).
Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi Dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku
melalui semacam restorasi justice (R]) atau perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di
pengadilan. Diharapkan aparat Kelurahan Kota Pekanbaru yang menjadi ujung tombak dapat
menangani permasalahan sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada aparat
kepolisian. Struktur Birokrasi yang tidak diketahui oleh Masyarakat Kota pekanbaru dalam
Resiko Kebijakan KDRT perlu ditingkatkan dan SOP yang ada perlu dijalankan, sehingga
korban KDRT bisa menyelesaikan dengan cepat permasalahan yang terjadi.

Hasil dari Indikator Struktur Birokrasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat ini menyatakan, struktur birokrasi
penanganan KDRT melibatkan pemberdayaan perempuan korban melalui restorasi justice
(RJ) sebelum masuk ke ranah hukum. Harapannya, aparat desa dapat mengatasi masalah ini
sebelum dilaporkan secara normatif ke polisi. UPT perlindungan perempuan dan anak juga
mempunyai pandangan serupa. Mereka menekankan pentingnya mengikuti SOP dan R] yang
berlaku dalam penanganan kasus KDRT. Korban KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai
melaporkan kurangnya kesadaran terhadap struktur birokrasi yang ada. Mereka percaya
bahwa kebijakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperbaiki dan SOP yang ada harus
diterapkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Struktur birokrasi penanganan
KDRT dilakukan sesuai SOP dan RJ sebelum masuk ke ranah hukum. Namun, kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap struktur ini membuat mereka berisiko mengalami kasus
kekerasan dalam rumah tangga, meskipun terdapat prosedur penanganan kekerasan dalam
rumah tangga di Kota Pekanbaru, terdapat kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan dan
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meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memastikan para korban dapat menyelesaikan
masalahnya dengan cepat.

Berdasarkan Pembahasan Implementasi, dapat disimpulkan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekanbaru menyatakan pihaknya melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menangani
kekerasan dalam rumah tangga, telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pejabat di bidang
perlindungan perempuan dan anak menekankan perlunya kolaborasi dan kemitraan antar
pihak terkait untuk memberikan layanan yang komprehensif. Kekerasan dalam rumah tangga
mencakup segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Pemerintah Kota Pekanbaru
telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan
terpadu.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan Pelaksanaan Tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekanbaru Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan
Marpoyan Damai). Berikut Uraian Kesimpulan Berdasarkan Indikator :

1. Indikator Komunikasi tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan
Damai Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak
korban kekerasan yang dijadikan rujukan dalam pelayanan terhadap korban
kekerasan termasuk KDRT

2. Indikator Sumber Daya Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan
Damai Pemerintah Kota telah mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota telah Meningkatkan
Sumber Daya Dana maupun Sumber Daya Manusia untuk meningkatkatkan kebijakan
mengenai pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Indikator Disposisi, Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam
Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Marpoyan
Damai Dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan
deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko KDRT adalah langkah untuk
menemukan secara dini faktor-faktor yang secara potensial berbahaya dan dapat

memicu terjadinya tindak kekerasan pada seseorang atau kelompok tertentu. Melalui
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upaya ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak KDRT dan mencegah agar
tidak terjadi tindak berulang

4. Indikator Struktur Birokrasi tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan
Marpoyan Damai, Dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku melalui semacam
restorasi justice (R]) atau perdamaian sebelum masuk ke ranah hukum di pengadilan.
Diharapkan aparat Kelurahan Kota Pekanbaru yang menjadi ujung tombak dapat
menangani permasalahan sebelum secara normatif kasusnya dilaporkan kepada

aparat kepolisian
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